RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMK Gamaliel 1 Madiun

Mata pelajaran

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester

: X / 1

Topik



: Napak Tilas Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Pertemuan ke-

: 1, 2, 3 dan 4
Alokasi Waktu

: 8 Jam pelajaran x 45 menit (4 x pertemuan)
A. 
Kompetensi Inti

1. 
Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektifdengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan perabadan terkait penyebab penomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.


B. 
Kompetensi Dasar
1.1 
Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, dan kepercayaan, gender, golongan, budaya dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.1
Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.1
Menganalisis kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka pelindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.1
Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C.
Indikator
 
1.
Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM. 
2.
Mendeskripsikan perlindungan dan pemajuan HAM. 
3. 
Menjelaskan dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. 
4. 
Menganalisis upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. 
5.
Membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. 
6.
Mengkomunikasikan hasil analisis kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM. 
D. 
Tujuan Pembelajaran
Pertemuan pertama

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat:

1. Menjelaskan kasus pelanggaran HAM.

2. Menjelaskan terjadinya kasus Marsinah.

3. Menguraikan faktor penyebab dan solusi yag dapat diberikan dengan kasus Marsinah.

4. Menerapkan perilku jujur, kerja sama dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran.

Pertemuan kedua

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat:
1. Menjelaskan hakikat hak asasi manusia dan periode pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

2. Menjelaskan pentingnya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia serta instrumen nasional HAM.

3. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia.

4. Menerapkan perilaku toleran, santun, responsif, dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pertemuan ketiga

Melalui keiatan mengumpulkan informasi, mengasosiai, dan mengkomunikasi perserta didik dapat:

1. Menjelaskan dasar hukum HAM di Indonesia.

2. Menjelaskan pengaturan HAM dalam konstitusi.

3. Menejlaskan pengaturan HAM dalam Tap MPR.

4. Menjelaskan pengaturan HAM dalam Undang-Undang.

5. Menjelaskan pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan Presiden.

6. Menerapkan perilaku jujur, disiplin perduli dan pro aktif selama kegiatan pembelajaran.

Pertemuan keempat

Melalui kegiatan mengamati, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat:

1. 
Menganalisis gambar aparat yang sedang menangani kerusuhan. 

2.
Menjelaskan fungsi Komnas HAM dan peradilan HAM dalam proses penegakkan HAM di Indonesia.

3.
Mengkomunikasikan secara lisan peran Komnas HAM dan peradilan HAM dalam penegakkan HAM di Indonesia serta partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia.

4.
Menerapkan perilaku pro aktif, perduli dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

E.
Materi Pembelajaran

Pertemuan ke-1

Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab-1, Sub-bab A: Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang meliputi:

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Pengertian pelanggaran HAM.
4. Penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

5. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

6. contoh-contoh kasus pelanggaran HAM.
Pertemuan ke-2

Materi yang sampaikan pada pertemuan kedua ini adalah Bab 1, Sub-bab B: Perlindungan dan Pemajuan HAM, yang meliputi:

1. Pengertian perlindungan dan pemajuan HAM.

2. Bentuk-bentuk contoh perlindungan HAM.

3. Bentuk-bentuk contoh pelanggaran HAM.

Pertemuan ke-3

Materi yang disampaikan pada pertemuan ketiga ini adalah Bab 1, Sub-bab C: Dasar hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang meliputi:

1. Arti pentingnya peraturan perundang-undangan/dasar hukum/instrumen dalam mengatur masalah HAM.

2. Pancasila

3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

5. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang termasuk dalam kategori berat

6. UU No. 39 tahun 19999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

7. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait: a) Piagam PBB; b) Deklarasi Universal HAM 1948; c) Instrumen hukum Internasional mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia; dan Lembaga perlindungan HAM (Komnas HAM), Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993.

Pertemuan ke-4

Materi yang disampaikan pada pertemuan keempat ini adalah Bab-1, Sub-bab D: Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan sub-bab E: Membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, meliputi:

1. Upaya penegakkan HAM di lakukan dengan pembentukan: a) Pengadilan HAM; b) Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Pengadilan HAM.
2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia.

F.
Metode Pembelajaran

1.
Pendekatan

: Saintifik (Scientific Approach)

2.
Model Pembelajaran
: Discavery Learning, Expanding Community Approach.
3.
Metode


: Diskusi Kelompok, Tugas, Praktik Kewarganegaraan.
G.
Alat/Media/Bahan

1. 
Alat/Media

: Video Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.





  Artikel : Kasus Marsinah.


2.
Bahan


: Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas X (Bab-1).




  Buku Guru PPKn Kelas X Edisi Revisi 2014.

H.
Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
	Kegiatan
	Deskripsi Kegiatan
	Alokasi waktu

	Pendahuluan
	1.
Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan).

2.
Guru menyampaikan topik tentang “Kasus-kasus Pelanggran Hak Asasi Manusia”. Namun sebelum mengkaji lebih lanjut tentang topik itu, terkait dengan sikap sosial, secara khusus guru mengadakan sesi perkenalan. Diusahakan masing-masing peserta didik dapat tampil untuk memperkenalkan diri (minimal sebut nama, alasan memilih SMA/SMK/MA, atau alamat, cita-cita, dan sebagainya), terakhir guru memperkenalkan diri.

3.
Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukur bahwa peserta didik masih dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah atas (SMA). 
4.
Guru menegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.
	10 menit

	Kegiatan Inti
	· Sebelum peserta didik memahami berbagai kasus pelanggaran HAM, guru menunjukkan ilustrasi/ paparan secara singkat tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Mengamati

· Peserta didik disajikan cerita tentang kasus pelanggaran HAM “Marsinah”. Seorang buruh yang menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR) pada perusahaan tempat dia bekerja.
· Peserta didik diberi waktu untuk membaca kasus tersebut.
Menanya

· Peserta didik membuat pertanyaan tentang kasus Marsinah (diharapkan peserta didik dapat membuat 5 pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku).

Pengumpulkan Informasi 

· Peserta didik dengan kelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakkan HAM atau kasus sejenis dengan kasus Marsinah.

Mengasosiasi
· Peserta didik membuat analisis terkait dengan faktor penyebab dan solusi yang dapat diberikan dari kasus Marsinah yang ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakkan HAM.

Mengkomunikasikan

· Secara random peserta didik (2 sampel sampai dengan 3 orang mewakili kelompok) dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis kasus tersebut.Adapun peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.


	70 menit



	Penutup
	1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan (perwakilan kelompok) tentang kasus Marsinah dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang kasus tersebut.

2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut.

3. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.
	10 menit


Pertemuan ke-2 (2 x 45 menit)
	Kegiatan
	Deskripsi Kegiatan
	Alokasi waktu

	Pendahuluan
	1.
Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi.

2.
Guru menyampaikan topik tentang “Perlindungan dan Pemajuan HAM”.

3.
Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi kelompok yang telah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (kelompok 1 agar mempersiapkan kelompoknya).
	5 menit

	Kegiatan Inti
	Mengkomunikasikan
· Presentasi kelompok 1, topic Bab.1, Sub topic B. Perlindungan dan pemajuan HAM.

· Pada saat kelompok 1 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi (mengamati).

· Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya).
· Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia).

Mengumpulkan Infomasi
· Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipresentasikan.

Mengasosiasikan
· Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.


	75 menit



	Penutup
	1.
Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi.
2.
Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut.

3.
Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.
	10 menit


Pertemuan ke-3 (2 x 45 menit)
	Kegiatan
	Deskripsi Kegiatan
	Alokasi waktu

	Pendahuluan
	1.
Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting sikap spiritual peserta didik.

2.
Guru menyampaikan topik tentang : Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.

3.
Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui model pembelajaran Inquiry.


	5 menit

	Kegiatan Inti
	· Sebelum peserta didik memahami perlunya dasar hokum Hak Asasi Manusia di Indonesia, guru dapat menjelaskan perlunya instrument nasional dalam perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia.

· Guru memaparkan secara singkat tentang perlunya dasar hokum hak asasi manusia di Indonesia.

Mengumpulkan informasi
· Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku teks Pelajaran PPKn kelas X atau sumber lain (seperti website/internet/Media cetak/sumber lainnya) tentang instrument hak asasi manusia 

(Dalam kegiatan ini sudah terintegrasi dengan kegiatan mengamati dan kegiatan menanya antar sesame peserta didik).
Mengasosiasikan 
· Peserta didik diberi waktu untuk menganalisis dasar hokum hak asasi manusia di Indonesia yang terdapat dalam buku teks Pelajaran PPKn kelas X (Sub bab C dengan membandingkan dari sumber lain yang relevan (website/internet/sumber lainnya).

· Peserta didik melakukan analisis instrumen HAM yang mengatur tentang Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia dengan melengkapi Tabel 1.5 Pengaturan HAM dalam UUD RI tahun 1945 dan Tabel 1.6 Analisis perbandingan Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Mengkomunikasikan
· Secara random (2 sampai dengan 3 orang) peserta didik dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.


	75 menit



	Penutup
	1.
Guru menyimpulkan hasil pemaparan perlunya dasar hokum dalam perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang instrumen HAM tersebut.

2.
Sebelum mengakhiri pelajaran guru dapat melakukan refleksi terkait dengan perlunya instrument nasional dalam perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia.
3.
Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

	10 menit


Pertemuan 4 (2 x 45 menit)
	Kegiatan
	Deskripsi Kegiatan
	Alokasi waktu

	Pendahuluan
	1.
Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting sikap spiritual peserta didik.

2.
Guru menyampaikan topik tentang: “Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan Partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia”..

3.
Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui model pembelajaran Inquiry.


	5 menit

	Kegiatan Inti
	· Sebelum peserta didik memahami pentingnya upaya Pemerintah dalam menegakkan HAM. Guru memaparkan secara singkat tentang upaya pemerintah dalam dalam menegakkan HAM (pembentukan Komnas HAM, Pembentukan produk hokum yang mengatur HAM, embentukan Pengadilan HAM).
Mengamati
· Peserta didik dalam kelompok diberi waktu untuk mengamati Gambar 1. tentang Aparat keamanan sedang menangani kerusuhan.

Mengasosiasikan
· Peserta didk dalam kelompok diberi waktu untuk menganalisis gambar 1. Aparat keamanan sedang menangani kerusuhan, dan mengkaitkannya dengan fungsi Komnas HAM dan peradilan HAM dalam proses penegakan HAM di Indonesia.

· Peserta didik dalam kelompok menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia dengan membandingkan dari sumber lain yang relevan (media cetak/media elektronik/sumber lainnya).

(Dalam kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan mengumpulkan informasi terkait dengan fungsi Komnas HAM dan peradilan HAM serta kegiatan menanya antar sesama peserta didik).

Mengkomununikasikan
· Peserta didik dalam kelompok dapat mengkomunikasikan secara tertulis peran Komnas HAM dan peradilan HAM dalam penegakkan HAM di Indonesia dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia.


	75 menit



	Penutup
	1.
Guru menyimpulkan hasil analisis memahami pentingnya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan partisipasi masyarakat  dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia.

2.
Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan pentingnya memahami upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia.
3.
Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

	10 menit


I.
Penilaian
1. Penilaian Sikap

· Penilaian sikap spiritual:

OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Petunjuk:

Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (V) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:

4 =
selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
3
=
sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan.
2
=
Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.

1
=
tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan.

Peserta didik

: ..........................................

Kelas


: ..........................................

Tanggal pengamatan
: ..........................................

Materi Pokok

: ..........................................

	No.
	Aspek Pengamatan
	Skor

	
	
	1
	2
	3
	4

	1.
	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu
	
	
	
	

	2.
	Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan YME
	
	
	
	

	3.
	Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi
	
	
	
	

	4.
	Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan YME.
	
	
	
	

	5.
	Meningkatkan keyakinan akan keberadaan dan kebesaran Tuhan YME saat mempelajari keberagaman masyarakat
	
	
	
	

	Jumlah skor
	
	
	
	


Petunjuk penskoran:
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

[image: image1.png]___SKOr | 4= skorakhir
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· Penilaian sikap Sosial

Penilaian oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Isilah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya!
	No.
	Contoh perilaku
	Kegiatan
	Alasan
	Akibat

	1.
	Menghina kondisi orang lain berbeda dengan kita
	Tidak pernah
	Setiap orang memiliki nasib yang berbeda
	Hubungan pertemanan akan semakin erat dan suasana akan semakin kondusif

	2.
	Berkata yang sopan kepada setiap orang tanpa melihat pangkah, jabatan dan usia
	
	
	

	3.
	Menyapa terlebih dahulu dan mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, teman, atau guru 
	
	
	

	4.
	Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan.
	
	
	

	5.
	Menengok saudara atau teman yang sakit
	
	
	

	6.
	Menyemangati teman yang melakukan kesalahan tanpa sengaja.
	
	
	

	7.
	Menjaga perasaan orang lain
	
	
	

	8.
	Tidak menceritakan aib atau kesalahan orang lain
	
	
	

	9.
	Memberikan pujian terhadap keberhasilan orang lain.
	
	
	

	10.
	Menolong orang lain yang terkena musibah.
	
	
	


2. Penilaian Pengetahuan

· Penugasan kepada peserta didik untuk membuat pertanyaan (5 pertanyaan) sebagaimana terdapat pada tabel berikut:
Tabel 1.1 Pertanyaan atas kasus Marsinah
	No.
	Kolom Klarifikasi dan Pertanyaan Kasus Marsinah

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	


· Penugasan kepada peserta didik untuk menjawab atau melengkapi pertanyaan yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia.
	No.
	Contoh Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	


Tabel 1.3 Periodisasi pemajuan HAM di Indonesia.
	No.
	Periodisasi
	Peraturan HAM yang dibuat

	1.
	Tahun 1945 s.d 1950
	

	2.
	Tahun 1950 s.d 1959
	

	3.
	Tahun 1959 s.d 1966
	

	4.
	Tahun 1966 s.d 1998
	

	5.
	Tahun 1998 s.d sekarang
	


Tabel 1.4 Perbandingan Penegakan HAM di Indonesia
(Orde Baru dan Orde Reformasi).
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· Penugasan untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam tabel berikut.

1.5. Pengaturan HAM dalam UUD RI tahun 1945

	No.
	Pasal
	Pengaturan Hak Asasi Manusia

	1.
	Pasal 28
	

	2.
	Pasal 29
	

	3.
	Pasal 30
	

	4.
	Pasal 31
	

	5.
	Pasal 32
	

	6.
	Pasal 33
	

	7.
	Pasal 34
	


Tabel 1.6 Analisis perbandingan Komnas HAM dan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia.



· Penugasan untuk melengkapi/menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Gambar 1 tentang Aparat Keamanan sedang menangani kerusuhan 
[image: image2.emf]
Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut.

1) Mengapa dalam setiap terjadinya kerusuhan selalu berdampak pada pelanggaran HAM?

2) Menurut kalian faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan tersebut?

3) Dampak negatif apakah yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa kerusuhan?

4) Bagaimanakah sebaiknya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama ketika terjadi suatu konflik dalam masyarakat?

5) Setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, buatlah analisis dari gambar diatas

· Melengkapi jawaban yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
	No.
	Bidang
	Tantangan yang dihadapi
	Solusi terhadap tantangan

	1.
	Politik
	Golongan putih/golput
	Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula

	2.
	Ekonomi
	
	

	3.
	Hukum
	
	

	4.
	Sosial
	
	

	5.
	Budaya
	
	

	6.
	Hankam
	
	


3. Penilaian Keterampilan

· Kemampuan peserta didik mengkomunikasikan hasil analisis dari kasus yang dibuat baik secara lisan maupun tertulis.
· Kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang dibahas.

· Kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil analisis dari Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis.

· Praktik belajar kewarganegaraan (peserta didik mendiskusikan dengan kelompok kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dilingkungan sekitar. Kemudian peserta didik diminta untuk memberikan solusi dari kasus tersebut.
	No.
	Peristiwa HAM
	Penyelesaian terhadap kasus

	
	
	


Uji Kompetensi
Jawablah Pertanyaan di  bawah ini dengan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia, mengapa sampai saat ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia?

2. Mengapa setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain?

3. Mengapa suatu instrumen hukum diperlukan dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia?

4. Jelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia!

5. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam rangka membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia?
Mengetahui,





Madiun,   November 2015
Kepala SMK Gamaliel 1 Madiun,


Guru mata pelajaran,

Drs. Antonius Hary Purwito


Yulia Titik S. S.Pd
NIP. -






NIP. -
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BAB I

NAPAK TILAS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Pertemuan 1

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

a. Hak Asasi Manusia adalah  hak dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah TuhanYME yang diterimakan sejak lahir (bahkan sejak dalam kandungan) yang tidak  dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Oleh karena itu hak asai tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Pengertian HAM tidaklah statis melainkan dinamis. Semula HAM hanya merupakan kepedulian akan perlindungan individu dalam menghadapi absolutism negara, namun berkembang kepada hak asasi penciptaan kondisi social,ekonomi, politik, dan budaya, yang diperhitungkan sehingga memungkinkan individu mengembangkan dirinya menjadi pribadi manusia yang multidimensional.
b. Menurut JHON LOCKE seorang ahli ilmu negara dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia  Tahun 2012 karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apaun di dunia yang dapat mencabutnya.
c.  Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto dalam bukunya Sistem Pemerintahan Indonesia (2012) karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan HAM adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
d. Menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 menyebutkan “ hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Beberapa cirri pokok hakekat HAM  yaitu:
a. HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM melekat secara otomatis sebagai bagian dari manusia.

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik atau asal ususl social dan bangsa.

c. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorangpun  bahkan negara  untuk  membatasi, melanggar hak orang lain

2. Jenis (Macam-macam) HAM
	NO
	JENIS HAM
	CONTOH

	1.
	Hak Asasi Pribadi

(PERSONAL RIGHTS)
	· Kebebasan menyatakan pendapat

· Kebebasan memeluk agama

· Kebebasan bergerak



	2.
	Hak Asasi Ekonomi

(PROPERTY RIGHTS)
	· Kebebasan memiliki sesuatu, membeli, menjual dan memanfaatkan.



	3.
	Hak Asasi Politik

(POLITICAL RIGHTS)
	· Hak ikut serta dalam pemerintahan

· Hak dipilih dan memilih dalam pemilu

· Hak mendirikan parpol, ormas dan organisasi lainnya.



	4.
	Hak Asasi Hukum

(RIGHTS of LEGAL EQUALITY)
	· Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan

	5.
	Hak Asasi Sosial dan Budaya

(SOCIAL and CULTURAL RIGHTS)
	· Hak memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan

· Hak mengembangkan kebudayaan



	6. 
	Hak Asasi Dalam Tata Cara Peradilan

(PROCEDURAL RIGHTS)
	· Hak mendapat perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan,dan peradilan.




3. Pengertian Pelanggaran HAM

Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah :
setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Dengan demikian dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia.

Pelanggaran HAM dapat diindikasikan atau ditandai dengan munculnya ketidak sesuaian atas kondisi yang  seharusnya terjadi.

4. Penyebab Pelnaggaran HAM
Pelanggaran HAM disebabkan oleh factor-faktor sebagai berikut:
a. Faktor Internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, antara lain:

1) Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, yang menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya,sedangkan kewajibannya sering diabaikan. Orang tersebut cenderung menghalalkan segala cara supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun cara tersebut harus melanggar hak orang lain.

2)Rendahnya kesadaran HAM, menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenak-nya, yaitu tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau       tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. 

3) Sikap tidak toleran, menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak       menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya       akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

b. Faktor Eksternal, yaitu factor-faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM,  antara lain:
1) Penyalahgunaan Kekuasaan, bukan hanya kekuasaan pemerintahan saja, melainkan juga kekuasaan di masyarakat yang mendorong timbulnya pelanggaran HAM.

2) 
Ketidak Tegasan Aparat Penegak Hukum, hal ini akan mendorong timbulnya      pelanggaran HAM lainnya.  Penyelesaian kasus yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus lain, pelaku tidak akan jera. Dan aparat penegak hukum yang berbuat sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM.

3) Penyalahgunaan Tehnologi, tehnologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga pengaruh yang negative bahkan memicu timbulnya kejahatan. Kemajuan tehnologi dalam bidang produksi juga menimbulkan dampak negative berupa pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

4)
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi yang Tinggi, mengakibatkan munculnya       perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa terjadi pembunuhan.
5. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

a. Diskriminasi

Yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahsa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan bais secara individu maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. 

b. Penyiksaan

Adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari sesesorang atau orang ke tiga.

Berdasarkan sifat pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a) Pelanggaran HAM berat

Yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dsb.

b) Pelanggaran HAM ringan

Yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Seperti kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dsb.

Pelanggaran HAM berat menurut UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kejahatan GENOSIDA 
· Kejahatan Genosida adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dengan cara:

a) membunuh anggota kelompok

b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.

d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau

e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain .

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

· Kejahatan Kemanusiaan adalah: salah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a. Pembunuhan

b. Pemusnahan

c. Perbudakan

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional

f. Penyiksaan

g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasaan seksual lain yang setara

h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham, politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alas an lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

i. Penghilangan orang secara paksa, atau

j. Kejahatan apartheid, yaitu system pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu rasa tau bangsa.

6. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM

a. Kerusuhan Tanjung Periuk tanggal 12 September 1984.

b. Penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996 (KUDATULI)

c. Penembakan mahasiswa  Universitas Tri Sakti tanggal 12 Mei 1998.

d. Tragedy Semanggi  I pada tanggal 13 November 1998 dan Semanggi  II tanggal 24 September  1999.

e. Penculikan aktivis pada bulan April 1997 – April 1999.

f. Meninggalnya aktivis HAM Munir 7 September 2004.

g. Kasus buruh pabrik Marsinah di Sidoarjo, dll.

B. Pertemuan 2

1. Perlindungan  dan pemajuan HAM

Hakekat penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara urtuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan pribadi/individu/perseorangan dengan kepentingan umum.

Upaya menghormati, melindungi, dan memajukan tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer), dan negara.

Periodisasi pemajuan HAM di Indonesia, sebagai berikut:

A. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 )

· Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
· Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
· Sarekat Islam, menekankan pada usaha – usaha unutk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
· Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu – isu yang berkenan dengan alat produksi.
· Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
· Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
· Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.
Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.
B. Periode Sesudah Kemerdekaan
a. Periode tahun 1945 - 1950

1. Pemikiran HAM padaperiode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.

2. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi  bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka.

3. System pemerintahan dari presidensil menjadi system parlementer.

4. System kepartaian yang multi partai.
b. Periode tahun 1950 – 1959

1. Banyak tumbuh parati-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing.

2. Kebebasan pers sebagai salah stu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya.

3. Pemilu sebagi pilar lain dari demokrasi berlangsund dalam suasana kebebasan (adil) dan demokratis.

4. Parlemen (DPR) sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan control yang semakin efektif terhadap eksekutif.

5. Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.
c. Periode tahun 1959 – 1966

1. Kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden

2. Terjadinya tindakan inkonstitusional baik pada tataran suprastruktur politik maupun tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah

3. Terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.

4. Telah terjadi sikap restriktif ( pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara.
d. Periode tahun 1966 – 1998

1. Persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.

2. Terjadinya sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk barat dan individualistic serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa  Indonesia. 

3. Pemerintah bersifat difensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM.

4. Adanya anggapan bahwa isu HAM sering kali digunakan oleh negara-negara barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. 

5. Pemikiran HAM dimotori oleh LSM dan masyarakat akademis yang concern terhadap penegakkan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Periuk, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus Irian Jaya dsb.

6. Sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakkan HAM adalah dibentuknya KOMNAS HAM sebagai lembaga independen adalah

7. Bergesernya paradigm pemerintah terhadap HAM dari partikularistik ke universalistic serta semakin kooperatifnya pemerintah terhadap upaya penegakkan HAM di Indonesia.

e. Periode tahun 1998 – sekarang

1. Adanya pengkajian terhadap beberapa kebijakan beberapa kebijakan pemerintah ore baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.

2. Penyususnan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemebrlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia.

3. Dilakukan pengkajian dan ratifikasi terhadap instrument HAM internasional semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakkan HAM diadopsi dari hukum dan instrument internasional dalam bidang HAM.

4. Ditetapkannya ketentuan perundang-undangan tentang HAM seperti  amndemen konstitusi negara ( UUD NRI Tahun 1945) , TAP MPR, UU, PP, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. 

5. Pada masa pemerintahan Habibie, penghormatan dan pemejuan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai oleh adanya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disyahkan (diratifikasi) sejumlah konvensi HAM.

C. Pertemuan 3
1. Dasar hukum HAM / Instrument HAM 
Instrument HAM adalah merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM, seperti KOMNAS HAM dan pengadilan HAM yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakkan HAM.

Dasar hukum perlindungan dan penegakkan HAM :

a. Pancasila, sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Terutama terdapat pada sila ke 2 (dua) “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

b. Konstitusi NRI yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat dalam: - Pembukaan alinea 1, dan 4

· Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Selain itu jaminan HAM juga pernah terdapat dalam konstitusi negara Indonesia yang pernah berlaku lainnya yaitu 

· Konstitusi RIS 1949 pada pasal 7- 14, pasal 18 – 23, 25, 27, dan 28.

· UUD S 1950, pasal 19 – 24, pasal 26,28, 29,30,31, 40, dan 42.

c. TAP MPR No. XVII/ MPR / 1998 tentang pelaksanaan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM nasional.

d. Pengaturan HAM dan Undang-undang

1. UU No. 5 Tahun1995 tentang Ratifikasi Konvesi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

2. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat

3. UU No. 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU No. 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan.

4. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. UU No. 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa.

6. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja.

7. UU No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan.

8. UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pecabutan UU No. 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.

9. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

10. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

11. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

12. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

13. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
e. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

1. Perpu  No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

2. Kepres No. 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.

3. Kepres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998 – 2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrument hak asasi manusia PBB serta tindak lanjutnya.

4. Kepres No. 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar.

5. Kepres No. 5 Tahun 2001 ted Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di ubah dengan Kepres No. 26 Tahun 2001. 

6. Kepres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

7. Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang KOMNAS HAM.

D. Pertemuan 4
1. Upaya Pemerintah dalam menegakkan HAM
a. Membentuk KOMNAS HAM

Pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres No. 50 Tahun 1993 dibentuklah KOMNAS HAM yang selanjutnya diatur dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (pasal 75 – pasal 99). KOMNAS HAM adalah lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya.

Tujuan KOMNAS HAM adalah: 

· Kajian dan penelitian: mengkaji berbagai instrument PBB tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasinya.

· Penyuluhan :menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM pada masyarakat Indonesia atau masyarakat internasional.

· Pemantauan dan investigasi: memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM dengan memberi saran/pendapat pada pemerintahan negara.

· Mengadakan kerjasama regional atau internasional untuk kemajuan HAM.

· Mediasi: membantu menyelesaikan suatu perkara, namun tidak memiliki kewenagan untuk mengambil keputusan.

b. Membuat produk hukum yang mengatur tentang HAM.
Dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakkan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakkan HAM.

c. Membentuk Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000.

Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum yang memiliki wewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, termasuk yang dilakukan di luar territorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh WNI.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia.

a. Menolak dengan tegas setiap terjadi pelanggaran HAM. 

Sikap tersebut kita kemukakan dengan alasan bahwapelanggaran HAM pada dasrnya adalah:
· pelanggaran atas harkat dan martabat manusia. 

· Secara hukum pelanggaran HAM bertentangan dengan berbagai peraturan HAM Baik nasional maupun internasional

· Mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dalam berbagai segi kehidupan.

b. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Misalnya: memberikan bantuan kemanusiaan.

c. Mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam pembuatan perundang-undangan  yang melindungi HAM. Masyarakat diharapkan dapat membantu terwujudnyaperaturan yang menghormati dan melindungi HAM.

d. Membantu mensosialisasikan berbagai peraturan HAM. Dengan membantu mensosialisasikan UU nomor 22 tahun 2002 dan UU nomor 23 tahun 2004, merupakan partisipasi yang besar demi kemajuan penghormatan HAM di masyarakat.

e. Kepedulian dan kepekaan kritis dalam menyampaikan pendapat atas peristiwa pelanggaran HAM.

f. Mengutamakan komunikasi yang sehat dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM.

g. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan prioritas.

h. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesatuan nasional dalam penyelasaian 

Mengetahui,





Madiun,   November 2015
Kepala SMK Gamaliel 1 Madiun,


Guru mata pelajaran,

Drs. Antonius Hary Purwito


Yulia Titik S., S.Pd.
NIP. -






NIP. -
Catatan :            
[image: image4.png]



Penegakan HAM RI





REFORMASI





ORDE BARU





Peraturan yang pernah dibuat:


……………………………………………………………


……………………………………………………………


Fungsi Aparat Penegak HAM


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


Tantangan/Hambatan yang dihadapi:


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………








Peraturan yang pernah dibuat:
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……………………………………………………………


Fungsi Aparat Penegak HAM
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Tantangan/Hambatan yang dihadapi:


……………………………………………………………


……………………………………………………………
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Diantara kedua periode tersebut, periode manakah yang penegakan HAMnya relative baik, jelaskan
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Landasan hukum:


……………………………………………………………


……………………………………………………………


Cakupan Tugas:


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


Kendala yang dihadapi


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


Kasus yang pernah ditangani


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………








Landasan hukum:


……………………………………………………………


……………………………………………………………


Cakupan Tugas:


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


Kendala yang dihadapi


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


……………………………………………………………


Kasus yang pernah ditangani


……………………………………………………………


……………………………………………………………
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